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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara RepubLikIndonesia Nomor 4578);

PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG
PETUNJUKPELAKSANAANEVALUASILAPORANAKUNTABJLITASKINERJA

INSTANSIPEMERINTAHPADASATUANKERJA PERANGKATDAERAH
OJLINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSISUMATERASELATAN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNURSUMATERASELATAN,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Evaluasi

terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
bagi Tim Evaluator di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan, dipandang perlu menetapkan Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pcmerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tenlang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SElATAN
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Daerah dan Lembaran Teknis Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (LembaranDaerah Tahun 2012 Nomor7) ;

Perencanaan PembangunanKerja Inspektorat, Badan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor
4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pernerintahan an tara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman PengeIoIaan Keuangan Daerah
sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Mcnteri Dalam NegeriNornor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara RepubJik Indonesia
Tabun 2011 Nomor310);

7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004
tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pernerintah ;

8. Peraturan Menterl Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 ;

9. Peraturan Mentcri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabi1itasKinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Surnatera Selatan Nomor 13
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengab Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-
2013 (LembaranDaerah Tahun 2009 Nomor6 Sen E);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan [LernbaranDaerah
Tahun 2008 Nomor 3 Sed D) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7
Tabun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Nomor9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

-2-
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Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ill
Jingkungan Pemerintah Provinsi adalah sebagaimana
tercantum dalam Larnpiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

Pasal2

BAB U

PETUNJUKPELAKSANAAN

Lingkungan Pemerintab Provinsi Sumatera Selatan.

5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disebut AKIPadalah perwujudan kewajiban suatu Instansi
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
dan kegagalan pclaksanaan misi organisasi dalam
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui
sistem pertanggungjawaban secara priodik.

6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
selanjutnya disingkal LAKIPadalah dokumcn yang berisi
gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara
sistematik dan melembaga.

selanjutnya disingkat
Perangkat Daerah ill

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD adalah Satuan Kerja

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan

3. Gubernur adalah Gubernur Surnatera Selatan.

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasall

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABIUTAS
KINERJA lNSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVlNSl SUMATERASELATAN.

- 3 -
MEMUTUSKAN:
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BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR ..17

•

Diundangkan di Palembang
pada tangg 9 ~Iei 2012

SEtrbCVT'ARISDAERAH,

NOERDIN

Ditetapkan eli Palembang
pada tanggaJ 6 ~Iei 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

/JI1lt--:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan
nya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB 1II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal4

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP di lingkungan
Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan Pedoman bagi Tim Evaluator untuk menilai
efektivitas dan efisiensi penerapan Sistem LAKIPoleh SKPD,
menetapkan langkah-langkah kerja yang hams ditempuh
dalam proses evaluasi, dan sebagai panduan dalam
mengelola pelaksanaan evaluasi AKlP.

Pasal3

-4-

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. ALEX NOERDIN 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN, 

 
dto. 

 
YUSRI EFFENDI 
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PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2012

TANGGAl 08 MEl 2012

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN EVAlUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DllINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2011

LAMPIRAN
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d. Pelaksanaanevaluasl akuntabilitas klnerja instansi yang merupakan baglan

inherent dengan Sistem AKIP, haruslah dilakukan dengan sebafk-baiknya.

Untuk itu diperlukan adanya petunjuk peJaksanaanevaluasl akuntabilitas
kinerja instanslTahun 2011 baglevaluatorLAKIP.

c. Seiringdengankebijakanpemerintahuntuk melihatsampaiseJauhmanasuatu

SKPDmelaksanakanmemperlihatkankinerja organisasinya,diperlukan suatu
pemeringkatan SKPOterutama instansi pemerintah provinsi sesual dengan

pencapaian pelaksanaandan pengungkapan klnerja organlsasinya.Dengan
adanya pemeringkatan inl diharapkandapat mendorong instansi pemerintah

provinsi untuk secara konsisten dapat melaksanakan sekaligus
mengungkapkanpencapalankinerja organisasinyasesuaiyang dlamanahkan

dalamRPJM ProvinsiSumateraSelatan.

oien sebab ltu pelaksanaanevaluaslakuntabilitasklnerja Instanslmerupakan
baglan yang Inherent dengan Sistem AKIP haruslah dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya.

b. Gubemur selaku pemlmpln l-ertinggl dl pemerlntahan Provlnsl Sumatera

Selatan penu mengetahul sampal seberapa jauh implementasl SistemAKIP
dilakukan dan perkembanganhasilnya sampai saat infoSelaln itu, Gubemur

juga perlu diberikan masukan(umpan balik) dari hasil evaluaslakuntabilitas

klnerja instansisesualdenganprioritas programpemerintahsaat In!.

a. Perbaikangovemance dan ststern manajemen merupakan agenda penting

dalam refonnasi pemerfntahan yang sedang dijalankan oleh pemerlntah.
Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan
akuntabilitas dan sekallgus penlngkatan kinerja dikenal sebagal Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansf Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP

diimplementasikan secara "self assesment' oleh maslng-maslng instansi
pemerintah. Inl berartl Instansi merencanakan sendlri, melaksanakan,
mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri

kepadainstansiyang leblh tlnggl. Dalamsistemyang mekanlsmepelaksanaan
demikian perlu adanya evaluasl darl pihak yang leblh Independen agar

dlperolehumpan ballkyang obyektlf untuk perbalkanakuntabilitasdan klnerja

instansi.

1.1. UMUM

BABI
PENDAHULUAN
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a. Memperolehinformasl tentang implementasiSistemAKiP.

b. Menilaiakuntabilitasklnerja instansipemerintah;
c. Memberikan saran perbalkan untuk peningkatan kinerja dan penguatan

akuntabilitas instansl.

2. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi tanun 2011 ini adalah sebagai

berikut

4). PenyusunanLaporan Hasll Evaluasi (LHE) dan mekanlsme pelaporan

hasil evaluasiserta prosespengolahandatanya.

b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasl akuntabilitas

kinerja instansi2011 bagi pejabatdan staf pelaksana.

3). Penetapan langkah-Iangkahkerja yang harus ditempuh dalam proses

evaluasi;

2). Pemahaman mengenai strategl evaluasi dan metodologi yang

digunakandalamevaluasi;

a. Membenpanduanbagl evaluatoryang berkaitandengan:

1). Pemahamanmengenal tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup

evaluasi;

1. Petunjuk PelaksanaanEvaluaslAkuntabilitas Kinerja lnstansl Tahun 2011 ini

dimaksudkanuntuk :

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

e. Petunjuk pelaksanaan ini disusun seiring dan selaras dengan kebijakan

Pemerintah sebagalmana tertuang dalam pedoman umum evaluasi

akuntabilitas kinerja Instansl yang ditetapkan oleh MENPANdengan Surat

Keputusan Menterl Negara PAN Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004.Petunjuk
PelaksanaanEvaluasiakuntabilitaskinerja instansiTahun 2011 Inl rnerupakan
petunjuk yang leblh teknls dan pedomanumum evaluasiakuntabilitaskinerja

instansitersebut di atas.

f. Untuk melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansl pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan, maka dibentuklah tim khusus yang selanjutnya

disebut SatgasEvaluasilAKlP.
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LAMPlRAN-LAMPlRAN

BAB V. PENUTUP

Sistematika Juidak Evaluasl Akuntabilitas Kinerja InstanSi Tahun 2011 terdlri dari 5

(lima) BAB, yaitu:

BABI. PENDAHULUAN

BAB II. PELAKSANAANEVALUASISECARAUMUM

BAB III. EVALUASIATAS AKUNTABIUTAS KINERJAINSTANSI

BAB IV. PELAPORANHASIL EVALUASI

1.5 SISTEMATlKA

Dalam pelaksanaan evaluasl akuntabilitas kinerja instansl, Inspektorat Provinsi

Sumatera Selatan sebagal unit kerja yang membldangl evaluasl akuntabilitas
kinerja instansi pemerlntah Provlnsl Sumatera Selatan, dibantu oleh Kementerian
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl RI sebagai

Narasumber dan Fasilitator.

1.4 PENUGASAN

2. Entitas akuntabilitas yang dlevaluasi tahun 2012 ini adalah 35 SKPDyang telah

menyampaikan LAKIP 2011 ke Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

b. Menyusun pemerlngkatan hasil evaluasi SKPD dl lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan.

a. Evaluasi akuntabllitas klnerja instansi pemerintah meliputi evaluasi atas

penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP)
dan pencapaian klnerja organlsasi.

1. Ruang lingkup evaluasi tahun 2011 meliputi :

1.3 RUANG UNGKUP EVAlUASI
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Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi dengan menggunakan teknlk (criteria referrenced surven yaitu

2.3 METODOLOGI EVALUASI

3. PelaporanhasilevaluasigabungankepadaGubemur.

a. Evaluasiakuntabilitasklnerja instansl;

d. Pelaporanyang terdlri dari: (I) penyusunandraft laporan; (Ii) pembahasan
dan pengkomunikasianlaporan.

2. Penyusunan peringkat basil evaluasi di lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumateraseiatan.

1. Tahapanevaluaslyang dllakukanpada tahun 2011sebagalberlkut:

2.2 TAHAPAN EVALUASI

3. Langkah pertama yang periu dilakukan oleh evaluator dalam melakukan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011, adalah
mengumpulkan Informasl mengenal berbagai saran atau rekomendasl yang

dlberikan oleh evaluator tahun lalu. Hambatan-hambatan dan kendala
pelaksanaantindak lanJut nasu evaluasl tahun lalu, jlka cukup relevan perlu

dilaporkan kepadaInstanslyang lebih tinggl atau plhak lain yang berwenang,

1. PelaksanaanEvaluaslAkuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahTahun 2011

masih seperti tahun sebelumnya, yaitu difokuskan untuk peningkatan mutu

penerapanmanajemenberbasis kinerja (SistemAKIP)dan penlngkatankinerja
instansi pemerintah daerah dalam rangka rnewujudkan instansl pemerintah
yang berorientasipadahasil(result oriented govemmenf).

2. Strategi yang akan dljalankan menggunakan prinsip: (I) partisipasi dan

coevaluationdengan pihak yang dlevaluasi.Keterilbatan plhak yang dievaluasi
pada proses evaluasl Inl sangat penting untuk meningkatkan efektivitas

evaluasi; (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada
pembangunan dan pengembangan serta Implementasl komponen utama

SistemAKIP.

2.1 STRATEGI EVALUASIAKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM
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Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar

pengumpulandata dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan
dasar untuk penyusunanLaporan Hasil Evaluasi(LHE). Setiap langkahevaluator

2.4 KERTASKERlA EVALUASI

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan
untuk pengumpulandan analisisdata. Berbagaiteknik evaluasidapat dipilih untuk

digunakandalamevaluasi ini, namundemikian padaakhirnyaapapun teknik yang
digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah

ditetapkan, sehinggamampumenjawab tujuan dilakukannyaevaluasiini. Berbagai
teknik pengumpulandata antara lain: kuisioner,wawancara,observasi,sampling

ke lapangan, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut.
Sedangkanteknik anansisdata antara lain: telaahan sederhana,berbagaianalisis

dan pengukuran, metode statistik, pernbandingan,analisis logika program dan

sebagainya.

2.4 TEKNIK EVALUASI

Lembar kriteria evaluasi (LKE) yang digunakan datam petunjuk pelaksanaanini

dalam lampiran.

d. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen
stratejik, manajemenklnerja dan sistemakuntabilitasyang baik.

Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu krlteria, harus
didasarkanpada fakta obyektlf dan profesionaljudgment dari para evaluatordan

supervisor.

c. Kebenaran normatif yang bersumber pada best practice balk di Indonesia

maupundi luar negeri.

b. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku

petunjuk mengenaiSistemAKIP.

menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step assessment)
setlap komponendan menilai secarakeseluruhan(overall assessment) dengan

kriteria evaluasidari masing-masingkomponenyang telah ditetapkansebelumnya.

Penentuankriteria evaluasiseperti tertuang dalam LembarKriteria Evaluasi(LKE)
EvaluasiAkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintahdenganberdasarkankepada:

a. Kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman
penyusunanLaporanAkuntabilltasKinerja Instansi Pemerintah.
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- Samplingke lapanganselama5 (lima) hari

- Penyusunanlaporan 10(sepuluh) hari

- ObservasidanWawancaraselama5 (lima) hari

- DeskEvaluasiselama10(sepuluh) hari

3. Kegiatan Evaluasi LAKIPPemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011
berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kerja pada bulan April 2012,

bertempatdi Kantor Inspektorat ProvinsiSumateraSelatanyangterdin dari:

3. Laporan hasil evaluasi terhadap unit kerja yang dilakukan oleh Tim Satgas
EvaluasiLAKIPdiselesaikanpaling lambat 30 September2012dan ikhtisar hasll

evaluasi tersebut disampaikankepada Kementerian PendayagunaanAparatur
Negaradan ReformasiBlrokrasipaling lambat30 Oktober 2012.

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan evaluasl dan monitoring atas
pelaksanaanevaluasiakuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan

oleh TImSatgasEvaluasiLAKIP.

1. PengorganisasianEvaluasi Akuntabllitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2011 untuk PemerintahProvinsiSumatera Selatandilakukan olen Inspektorat

Provinsi sumatera Selatan dengan membentuk Tim Satuan Tugas Evaluasi
Laporan Akuntabilitas Klnerja Instansl Pemerintah dengan

Narasumber/Fasilitatordari KementerianPendayagunaanAparatur Negaradan

Reformasi Birokrasi serta Operator Komputer dan dlsahkan dengan Surat
KeputusanGubemur SumateraSelatan,yang selanjutnya hasil evaluasi dapat
dapat digunakan sebagal bahan Informasi evaluasi oleh Kementerian

PendayagunaanAparaturNegaradan ReformasiBirokrasi.

2.5 ORGANISASI DAN lADWAL EVALUASI

yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus

didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi

fakta dan data yang dianggap retevan dan berarti untuk perumusan temuan

permasalahan.Data dan diskrtpsi fakta ini ditulis mulaidari uraianfakta yang ada,
analisis (pemilahan,pembandingan,pengukuran, dan penyusunanargumentasi),

sampaipadasimpulannya.
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3. Evaluasipenerapanmanajemenkinerja (SistemAKIP)juga meliputi penerapan
kebijakanpenyusunandokumen penetapankinerja dan indikator kinerja utama

(IKU), sampalsaat dilakukanevaluasi.

2. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi, terdiri atas evaluasi penerapan
komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi: perencanaan

kinerja, pengukurankmerja, pelaporankinerja, evaluasiklnerja dan pencapaian
kinerja yaitu pencapaiansasaran-sasaranorganisasi.

g. Tingkat akuntabilitaskinerja instansipemerintah.

e. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja
dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta

pelaporannya.

f. Capaiankinerja utamadari masing-masinginstansipemerintah.

c. Pengungkapaninformasipencapalanklnerja instansidalam LAKIP.

d. Monitoring dan evaluasi klnerja pelaksanaanprogram, khususnyaprogram

strategis instansi.

b. Pembangunansistempengukurandan pengumpulandata kinerja.

a. Kesungguhan instansl pemerlntah dalam menyusun perencanaan kinerja

benar-benartelah berfokuspadahasH.

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansl difokuskan pada kriteria-kriteria yang
dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil

evaluasi klnerja tahun sebelumnya,maka isu-isu penting yang ingin diungkap
melaluievaluasiakuntabilitaskinerja tahun 2011adalahsebagaiberikut :

3.2 EVALUASIAlAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KlNERJA

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas
AkuntabilitasKinerja Instansi yang tidak dapat dHepaskandar! ruang lingkup dan

tujuan evaluasi. Langkah - langkah kerja tersebut terdiri dari (i) evaluasi atas

komponenakuntabilitaskinerja; dan (ii) penltalan dan penyimpulan

3.1 UMUM

BAB III

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
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Penilaian terhadap komponen nomor 1 sampai 4 terkait dengan penerapan
SAKIP pada mstansl pemerintah, sedangkan komponen nomor 5 terkait

No Komponen Bobot Sub·Komponen

1. Perencanaan Kinerja 35% a. Rencana strategis 12,5%, mellputi
pemenuhan Renstra, kualttas Renstra
dan implementasi Renstra.

b. Rencana Kinerja Tahunan 7,5%,
meliputi: pemenuhan RKT, kualitas RKT
dan Implementasi RKT.

c. Dokumen Penetapan Kinelja 15%,
meliputi : pemenuhan PK, kualltas PK,
dan implementasi PK.

2. Pengukuran Kinerja 20% a. Pemenuhan pengukuran 4%,
b. Kualitas pengukuran 10%
c. Implementasi oenaukuran 6%.

3. Pelaporan Kinerja 15% a. Pemenuhan pelaporan 3%
b. Penyajian informasi kinerja 8%
c. Pemanfaatan informasi klneria 4%

4. Evaluasi Kinerja 10% a. Pemenuhan evaluasi 2%,
b. Kualitas evaluasi 5%
c. Pemanfaatan hasHevaluasi 3%.

5. capaien Kinerja 20% a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5%;
b. Kinerja yang dilaporkan (outcome)

10%;
c. Kineria Lainnya 5%

TOTAL 1000/0

b. Setiap komponen dan sub-komponen penualan diberikan alokasi nilai

sebagai berikut:

a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen, (ii)

sub- komponen, dan (iii) kriteria.

2. Langkah penilaian dllakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian

atas fakta objektif instansi pemerintah mengimplementasikan perencanaan
kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian

kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.

3.3 PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

5. Lembaran Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya untuk Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Jnstansi Pemerintah Tahun 2011 terlampir.

4. Evaluasi atas pencapaian kinelja organisasi tidak hanya difokuskan pada

pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen LAKIP semata, tetapi juga
dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah.
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h. 5etelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan

sebagai berikut:

g. Dalam rnembenkan kategori ya atau tidak, evaluator harus benar-benar

menggunakan profesional Judgement dengan mempertimbangkan hal

hal yang mernpengaruhi pada setiap kriteria, yang didukung dengan suatu

Kertas Kerja Evaluasl (KKE).

f. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan

kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub

kriteria, (mtsal kriteria mengenai kondisi sasaran atau indikator kinerja,

berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja,

penilaian Ya atau Tidak dilakukan atas masing-masing sasaran atau

indikator kinerja).

Jawaban Kriteria Nllal

A Memenuhi hampir semua kriteria 1(lebih dari 80% s.d. 100%)

B Memenuhi sebagian besar kriterla 0,75(lebih dari 60% s.d. 80%)

C Memenuhi sebagian kriteria (Iebih 0,50dari 40% s.d. 80%)

D
Memenuhi sebagian kecil krltena 0,25
(Iebih dari 20% s.d, 40%)

E Sangat kurang memenuhi krlterta 0(kurana darl 20%)

e. Untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator

dengan krlteria sebagai berikut:

d. settap jawaban "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban 'Tidak"

maka akan diberikan nilai 0.

c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai

kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan

dijawab dengan ya atau tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak

diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab

sesuai dengan pemenuhan kriterla. Jawaban a/b/C/d/e diberikan untuk

pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan "judgement" darl evaluator dan

biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu.

dengan pencapaian kinerja baik yang telah tertuang dalam dokumen LAKIP

maupun dalam dokumen lainnva. Sub komponen 5 a dan b, penilaian

didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LAKIP

maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja (PK), serta hasil

sampling ke lapangan oleh Tim Satuan Tugas Evaluasi Lakip.

•I I ! r
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b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk

menentukanpemeringkatannilai hasilevaluasi.

a. Reviu tingkat 1 dilakukan dimasing-masingtim evaluator olen koordinator
tim untuk setiaphasil evaluasiatas masing-masingintansi pemerintahyang

dtevaluasl,

4. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan

reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dar! tim evaluator

denganpengaturansebagaiberikut :

No Kategori NiiaiAngka Interpretasl

1 AA >85·100 Memuaskan
2 A >75-85 SangatBaik
3 B >65-75 Balk. oerlu sedikit oerbaikan

Cukup balk (memadai), perlu
4 CC >50-65 banyak perbaikan yang tidak

mendasar

5 C >30-50 Cukup, perlu banyak perbaikan
termasukperubahanvana mendasar
Kurang, perlu banyak sekali

6 D 0-30 perbaikan& perubahanyang sangat
mendasar

3. Setelah setiap pertanyaan diberil<annilal maka penyimpulanakan dilakukan

sebagai berikut: Penyimpulanatas hasil reviu terhadap akuntabilitas l<inerja
instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari rnaslnq
masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen

akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas klnerja Instansi
yang bersangkutan,dengankategori sebagaiberikut:

3) Tahap berikutnya adalah melakul<anpenjumlahan seluruh nilai sub·
komponenyang ada sehinggaditemul<ansuatu angkatertentu untuk

1) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap

sub-kornponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub

komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki

14 (empat belas) buah pertanyaan. Jika dari 14 (empt belas)

pertanyaan tersebut ada 7 (tujuh) pertanyaan yang dQawab "Ya" maka

nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: (7/14) x 10 = 5;

2) Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan
penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan

tentang krlterla dilakukanmelalui nilai ratarata;
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Bentuk dari THE Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi

SumateraSelatanterhadap SKPDdi lingkunganPemerintahProvinsidalam bentuk

4.2 FORMATDAN lSI LHE

a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat

yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan.Akan tetapi disarankan
tidak menggunakanungkapanyang ambivalenatau membingungkandalam

prosespenyimpulandan kompilasidata.

b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil

penyimpulandan menuangkannyadalam laporan.

2. Sumberdata untuk pelaporan hasil evaluasiatas akuntabilitas kinerja instansl
adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Informasi dalam LKEharus diisi dan

diselesaikansetelah langkah-Iangkahevaluasidilaksanakan.

3. Bagl SKPDyang sudah pernahdievaluasi, pelaporanhasil evaluasidiharapkan
menyajikan informasi tindak lanjut darl rekomendasi tahun sebelumnya,
sehinggapembacalaporandapat memperolehdata yang diperbandingkandan

dapat mengetahulperbalkan-perbaikanyang telah dilakukan.

4. THEdlsusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkanhal-hal
penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasl.
Permasalahan atau temuan nasu evaluasi (tentative finding) dan saran

perbaikannya harus diungkapl<ansecara jelas dan dikomunikasikan kepada

plhak Instansi yang dievaluasi untuk mendapatkan konflrmasi ataupun
tanggapansecukupnya.

5. PenulisanTHEharus mengikuti kaidah-kaidahumum penulisan laporan yang
baik, yaitu antara lain:

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaanevaluasi Akuntabilitas Kinerja harus

menghasilkanKertas Kerja Evaluasi(KKE)dan laporan Hasll Evaluasl(LHE).
laporan Hasil Evaluasl ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan

data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja
Evaluasi.

4.1 UMUM

BABIV
PELAPORAN HASIL EVALUASI
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Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disampaikan kepada Kepala SKPD yang dievaluasl
dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagai laporan. Laporan

Kompilasi Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah disampaikan
kepada Gubernur Sumatera Selatan.

4.3 PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVAlUASI

surat.
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H. ALEX NOERDIN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut di atas, para penyelenggaraevaluasi
hendaknya mengembangkankeahlian profesionalnyauntuk melakukan tugas
ini. Perkembanganbaru di bldang manajemen pemerintahan dan di bidang

audit dan evaluasihendaknyaterus diikuti agar dapat memberikansumbangan
yang berarti untuk perbaikanklnerja Instansipemerintah.

3. Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaanevaluasl akuntabllitas klnerja

instansi di tahun 2011 telah diatur dalam petunjuk pelaksanaanini, namun
apabila masih terdapat hal-hal lain yang belum dlcakup dalam petunjuk

pelaksanaan ini, maka kepada pihak-pihak yang terkait diharapkan untuk
senantiasa melakukan komunikasi dengan lnspektorat Provinsi Sumatera
Selatan.

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi akuntabllitas kinerja merupakan bagian

dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru
dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen yang

berorientasikanhasi!.

5.1 HAL-HA.L YANG PERLU DIPERHATIKAN,

BABV
PENUTUP

 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. ALEX NOERDIN 


